
BERITADAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

TAHON 2008 NOMOR 86 

PERATURAN GUBERNURJAWA TENGAH 

NOMOR 86 TAHUN 2008 

TENTANG 

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA 
KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH 

PROVINSIJAWA TENGAH 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA 

Menimbang 

GUBERNURJAWA TENGAH, 

bahwadalam rangkamelaksanakanketentuanPasal 
59 Peraturan DaerahProvinsi Jawa TengahNomor 
7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
InspektoratDan Lembaga Teknis Daerah Provinsi 
Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan 

583 



Gubemur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi 
Dan Tata Kerja Bad.an Penanaman Modal Daerah 
Provinsi Jawa Tengah; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor i O Tahun 1950 tentang 
PembentukanProvinsi Jawa Tengah; 
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2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2004 
Nomor 53, TambahanLembaranNegaraRepublik 
Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
PemerintahanDaerah (Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
U ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
PemerintahanDaerah (LembaranNegara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indones!a Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan PemerintahanAntara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran 
NegaraRepubliklndonesia Tahun2007Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
NegaraRepublik Indonesia Tahun2007Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4741); 

8. PeraturanDaerahProvinsiJawa TengahNomor4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah (LembaranDaerahProvinsi 
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 8); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Organisasi clan Tata Kerja 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, 
TambahanLembaranDaerahProvinsi Jawa Tengah 
Nomor13); 

10. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor57Tahun 
2007 tentang PetunjukTeknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah; 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN, 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG 
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI 
DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN 
MODAL DAERAH PROVINS! JAWA 
TENGAH. 

BABI 

KETENTUANUMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 

2. PemerintahDaerah adalahPemerintahProvinsi Jawa Tengah. 

3. Kabupaten/K.ota adalah kabupaten/kota di J awa Tengah. 

4. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 

6. Badan adalah Badan Penananian Modal Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. 

7. KepalaBadanadalah Kepala Badan Penanaman Modal Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, 
tanggungjawab, wewenang danhak seseorang Pegawai Negeri 
Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta 
bersifat mandiri. 
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BAB II 
PENJABARAN TU GAS POKOK DAN.FUNGSI 

Bagian Pertama 
Badan 

Pasal2 

Badan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
penananian modal daerah. 

Pasal3 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, Badan Penanaman Modal Daerahmempunyai fungsi: 

a. perumusankebijakanteknisbidangpenananianmodaldaerah; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 
bidang penananian modal daerah; 

c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang promosi 
dan kerjasam.i, pelayanan perizinan, pengendalian dan 
pengembangan penanaman modal lingkup provinsi dan 
kabupaten/kota; 

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal 
daerah; 

e. pelaksanaankesekretariatan badan; 

f pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 

Bagian Kedua 
Kepala Badan 

Pasal 4 

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 
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Pasal 5 

(1) Kepala Badan, membawahkan: 

a. Sekretariat; 

b. Bidang Promosi Dan Kerjasama; 

c. Bidang Pelayanan Perizinan; 

d. Bidang PengendalianDanPengembanganPenanamanModal; 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Badan; 

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), masing­
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan; 

( 4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 ), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai 
ketua kelompok dan bertanggungjawab kepadaKepala Badan. 

Bagian Ketiga 
Sekretariat 

Pasal6 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas 
secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 
program, keuangan, um um dan kepegawaian. 

Pasal 7 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Sekretariat mempunyai fungsi: 
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a. . penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang um um dan 
kepegawaian; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 

Pasal 8 

(1). Sekretariat, membawahkan: 

a. SubbagianProgram; 

b. SubbagianKeuangan; 

c. Subbagian UmumDanKepegawaian. 

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (-1 ), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasal9 

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 
pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi perencanaan, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan. 

Pasal 10 

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
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penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 
pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, 
verifikasi, pembuku-an dan akuntansi di lingkungan Badan. 

Pasal 11 

SubBagian UmumDanKepegawaianmempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, 
meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, 
organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan 
perlengkapan di lingkunganBadan. 

Bagian Keempat 
Bidang Promosi Dan Kerjasama 

Pasal 12 

Bidang Promosi Dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan 
di bidang promosi dan kerjasama 

Pasal 13 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12, Bidang Promosi Dan Kerjasamamempunyai fimgsi: 

a. penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan promosi; 

b. penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan kerjasama; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 

Pasal 14 

(1) Bidang Promosi Dan Kerjasama, membawahkan: 

590 

(2) 

a. Subbidang Promosi; 

b. Subbidang Kerjasama 

Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bi dang Promosi Dan 
Kerjasama 

Pasal 15 

Subbidang Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
promosi, meliputi : pemberian bimbingan dan pembinaan promosi 
penanamanmodal di tingkatprovins~ mengkoordinirdanmelaksanakan 
promosi penanaman modal derah provinsi baik di dalam negeri maupun 
luar negeri yang melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota. 

Pasal 16 

Subbidang Kerjasamamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
kerjasama, meliputi : penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu 
dipertimbangkan tertutup, bidang-bidang usaha yang dipertimbangkan 
terbuka dengan persyaratan, bidang-bidang usaha yang perlu 
dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi, 
penyusunan peta investasi daerah provinsi, mendorong, melaksanakan, 
mengajukan usu1an materi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di 
tingkat provinsi, dan intemasional di bidang penanaman modal. 

Bagian Kellina 
Bidang Pelayanan Perizinan 

Pasal 17 

Bidang PelayananPerizinanmempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
pelayanan izin usaha dan non izin, dan pelayanan izin operasional. 
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Pasal 18 

Unt_uk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17, Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang pelayanan izin usaha dan non izin; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang pelayanan izin operasional; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 
dengan tugas dan :fungsinya 

Pasal 19 

(1) Bidang PelayananPerizinan, membawahkan: 

a. SubbidangPelayananizin UsahaDanNonizin; 

b. Subbidang Pelayananlzin Operasional. 

(2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan 
Perizinan. 

Pasal 20 

Subbidang Pelayanan Izin Usaha Dan Non Izin mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan di bidang pelayanan izin usaha dan non izin, meliputi : 
penerapan kebijakan dan pedoman pelayanan izin usaha dan non izin, 
merumuskan dan menyusun pedoman tata cara penanaman modal, 
melaksanakan pelayanan perizinan tetpadu satu pintu bidang penanaman 
modal;melaksanakan pelayanan pemberian izin usaha, melaksanakan 
pemberian pelayanan non perizinan bioang penanaman modal, dan 
fasilitasi pemberian pelayanan izin usaha dan non izin. 
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Pasal21 

Subbidang Pelayanan Izin Operasional mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang pelayanan izin operasional, meliputi : penerapan 
kebijakan dan pedoman pelayanan izin operasional, melaksanakan 
pelayanan pemberian izin operasional, dan fasilitasi pemberian 
pelayanan izin oprasional. 

Bagian Keenam 
Bidang Pengendalian Dan Pengembangan Penanaman Modal 

Pasal22 

Bidang Pengendalian Dan Pengembangan Penanaman Modal 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian penanaman 
modal, dan pengembangan penanamanmodal. 

Pasal23 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22, Bidang PengendalianDanPengembanganPenanamanModal 
mempunyaifungfil: 

a. penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pembinaan clan 
pelaksanaan pengendalian penanamanmodal; 

b. penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan pengembangan penanamanmodal; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 
dengan tugas dan :fungsinya 

Pasal24 

(1) Bidang Pengendalian Dan Pengembangan Penanaman Modal, 
membawahkan: 

a. Subbidang Pengendalian Penanaman Modal; 
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b. Subbidang PengembanganPenanamanModal. 

(2) Masing-masing Subbidang sebagaimanadimaksud pada ayat (1 ), 
dipunpinoleh seorang Kepala Subbidangyang berada di bawah 
clan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian 
DanPengembanganPenanarnan Modal. 

Pasal25. 

Subbidang Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas, 
melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan di bidang pengendalian penanaman modal, meliputi : 
pengkajian, perumusandan penyusunankebijakan teknis pengendalian 
penanaman modal, melaksanakan pemantauan, bimbingan dan 
pengawasan serta berkoordinasi dengan pemerintah atau pemerintah 
kabupaten/kota. 

Pasa126 

Subbiclang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pembinaan 
dan pelaksanaan di bidangpengembangan penanamanmodal, meliputi: 
penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal, menyusun 
danmelaksanakansistem informasi peoanaman modal provinsi,membina 
clanmengawasi instansi penanamanmodal di kabupatenlkota dalam 
penyelenggaraan sistem informasi, mengkaji potensi daerah menjadi 
peluang investasi, menyusun skala prioritas pengembangan penanaman 
modal, menyusun profil investasi, menyusun usulan bidangusaha yang 
terbuka bagi penanaman modal, dan fasilitasi pengembangan 
perusahaan penanaman modal, mengkoordinasikan pelaksanaan 
pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala provinsi. 
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Bagian Ketujuh 
KelompC?kJabatan Fungsional 

Pasal27 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan 
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasa128 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 
fungsional yangterbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya 

(2) JumlahJabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
ditentukan berdasarkan kebutuhan clan be ban kerja. 

(3) Jenis danjenjang JabatanFungsional sebagairnanadimaksud pada 
ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-wdangan yang 
berlaku. 

( 4) Pembinaan terhadap PejabatFungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

BABID 
TATAKERJA 

Pasa129 

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan 
Kepala Subbidang dalam rnelaksanakan tugasnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Gubemur. 

Pasal30 

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan 
Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan 
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prinsip-prinsip manajemenyangmeliputi perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang 
tugasnyamasing-masing. 

Pasal31 

D:tlam melaksanakan ~asnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala 
B1~, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, danPejabatFungsional 
wa31b menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara 
vertikal_maupunhorison~ baikke dalammaupunantarsatuanorganisasi 
dalam lingkunganPemenntahanDaerahsertainstansi lainsesuai dengan 
togas pokoknyamasing-masing. 

Pasal32 

(I) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, 
danKepala Subbidang bertanggungjawab dalam memimpin, 
mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk­
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. 

(2) KepalaBadan, Sekretaris, KepalaBidang, Kepala Subbagian, 
dan Kepala Subbidang wajib mengikuti danmematuhi petunjuk­
petunjuk dan bertanggungjawab pada atasanmasing-masing serta 
menyampaikan laporan tepat pada waktunya 

(3) Dalam menyampaikanlaporan masing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi 
lain di lingkungan Badan yang secara fungsional mempunyai 
hubungankerja 

( 4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Sekretaris, 
Kepala Bi dang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dari 
bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
penyusunan laporan lebih laajut dan dijadikan bahan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 

Pasa133 

Sekretaris, Kepala Bidang, dan Pejabat Fungsional menyampaikrui 
laporan kepadaKepala Badan dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris 
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menyusun laporan berkala Kepala Badan kepada Gubemur melalui 
Sekretaris Daerah. 

BABIV 

KEPEGAWAIAN 

Pasal34 

Jenjangjabatan dan kepangkatan serta susunankepegawaian diatur 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal35 

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana 
Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang danKetuaKelompok 
Jabatan Fungsional di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan 
oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

BABV 
KETENTUANLAIN-LAIN 

Pasal36 

Bagan Organisasi Badan Penaoaman Modal Daerah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiranmerupakan bagian yangtidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini. 

BABVI 
PENUTUP 

Pasal37 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubemur ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan. 
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Pasal 38 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orangmengetahu.inya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

Diundangkan di Semarang 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 31 Juli 2008 

GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 

ALIMUFIZ 

pada tanggal 31 Juli 2008 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! 

JAWATENGAH 

ttd 

HADI PRABOWO 

BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2008 
NOMOR86 
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BAGAN ORGANISASI 
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH 

PROVINS! JAWA TENGAH 
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FUNGSIONAL 

BIDANG 
PROMOSIDAN 
KERJASAMA 

SUBBIDANG 
PROMOS! 

SUBBIDANG 
KERJASAMA 

KEPALA 

SUB BAG 
PROGRAM 

BIDANG 
PELAYANAN 
PERIZINAN 

SUBBIDANG 
PEIAYANAN IZIN UBAHA 

DANNONIZIN 

SUBBIDANG 
PELAYANAN IZIN 
OPERASIONAL 

LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 88 TAHUN 2008 
TANGGAL 31 JULI 2008 

SEKRETARIAT 

SUB BAG 
KEUANGAN 

BIDANG 
PENGENDALIAN DAN 

PENGEMBANGAN 
PENANAMAN MODAL 
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PENGENDALIAN 

PENANAMAN MODAL 

SUBBIDANG 
PENGEMBANGAN 

PENANAMAN MODAL 

SUB BAG 
UMUMDAN 
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GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ltd 

ALI MUFIZ 


